
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR &0 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

l)
Menimbang

BUPATI TULANG BAWANG,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, cfektif, transparan, dan akuntabei, serta pelayanan
publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan
sistem Pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan
pengelolaan sitem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tulang Bawang tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



5. Undangtlndirng Nomor 23 Tnhun 2014 trntnng Pemctinuthan
Daerah (Lembamn Ncg.ua Republik Indoneaüt Tahun 2014
Nonw 244. Tambahnn U'inbatan Negara Republik hidonrsin
Nonna 5587) scbagmmnnn trlnh diuludi brlnnapa kali triakhir
dengan Undang-Undimg Namur 1 1 Tahun 2020 tentang C iptn
Krijn (lx*mbamn Negara Republik Indonesia labun 2020
Nomor 245, Tatnbahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. I’emturan Pcmcnntnh Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tenlang

Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Pcnyelcnggaraan Sistem dan Transaksi Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pcmerintahan Berbasis Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negaia

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Pixxluk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10 Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Binokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Bcrbasi*
Elcktronik;

1 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabu|>atcn

Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Mcnrtapkan PERATURAN BUPATl TENTANG TATA KELOLA SISTEM

PEMERINTAHAN BERB.AS1S ELEKTRONIK KABUPATEN TULANG

BAU ANC

BAB 1
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Peraturan Bupau iniyang dimaksud dengan :

I
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1 . Daerah adalah Kabu paten Tulang Bawang.
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan

daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang

Bawang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah unsur pembantu Bupati Tulang Bawang dan Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mcmbcrikan layanan kepada Pengguna SPBE.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
membuat laporan menganalisis memindahkan informasi
dan/atau menyebarkan informasi antar media.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat,
tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan
keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek,
kondisi, atau situasi.

9. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam
proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan
bersama.

10. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam
jumlah besar dengan mekanisme sistematis terstruktur.

11. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk berbagi
pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka keija yang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpadu.

13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai
penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan,
serta Layanan SPBE yang berkualitas.

14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau
beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai
manfaat.

15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur
SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
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16. Peta Rencann SPBE adalah dokurnen perencanaan yang

menjadi acuan pengdolaan SPBE di lingkun^n Pemenntah

17. Proses Bisnis adalah sckumpulan kegiatan yang tcrstrukfur
dan wiling terkait didarn pdaksanaan tugas dan lung».

18. Infmstruktur SPUE adalah scmua perangkat kcras, perangkat

lunak, dan fasilifns yang menjadi penunjang Utama untu .

mcpjalankan «idem, aplikasi, komunikasi data, pcngolahan

dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan

perangkat rlcktronik hdnnya,
19. Pusat Data adalah fnailitas yang digunakan untuk penempatan

sistem dektronik dan komponcn terkait Jainnya untuk
kcperluan penempatan, penyimpanan dan pcngolahan, dan

pemulihan Data.
20. Jmingan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan

antar simpul jaringan dalam suatu organisasi,
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat

integrasi/penghubung untuk mdakukan pertukaran Layanan
SPBE.

22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sckumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk mdakukan
tugas dan fungsi Layanan SPBE.

23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai olch unit organisasi, unit keija,
instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.

24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit keija untuk
memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit
keija lain.

25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu
dalam SPBE.

26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau
standar yang telah ditetapkan.

27. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis
melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri
untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

28. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis
melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat
dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian
mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan
SPBE.

29. I engguna SPBE adalah instansi pusat, pemenntah daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masymrakat,
pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan
SPBE.
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30, Infonnoi ttdnlah ketcrangan, pcrnyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,

lakta, maupun pcnjclnsannya yang dapat dilihat, didengar, dan

dlbaca yang diaajikan dalam berbagai kcmasan dan format
MCHUai dongan perkembangan teknologi informasi dan

komuniM sccara elektronik ataupun non elektronik.
31, Slstein Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

penyirnpannn dan pengelolann informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat
dan sebaliknya dalam bentuk liaan, tulisan Latin, tulisan
dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal,

serta disajikan sccara manual ataupun elektronik.
32. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elcktronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, petn, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elcktronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Rode Akses,
nimbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu mcmahaminya.

33, Portal adalah website Pemcrintah Daerah yang menyediakan
berbagai informasi dan fasilitas pcngunjungnya.

34. Domain adalah nama situs/website milik Pemcrintah Daerah
untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan
aksen ke server.

35. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang
dimiliki oleh Pemcrintah Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur
pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemcrintah daerah dengan
mengacu pada Peta Rencana SPBE dan dan Arsitektur SPBE.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan
acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE
di lingkungan Pemcrintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB 11
TATA KELOLA SPBE

Pasal 3
(I) Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan Tata Kelola

SPBE sccara terpadu.
(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilnkukan terhadap unsur SPBE.
(3) Unsur SPBE disebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

n. Arsitektur SPBE;
b. Peta Rencana SPBE;
c. Rencana dan anggaran SPBE;
d. Proses Bisnis;

c. Data dan Informasi; L



I UHhihhuktm SPUE;

p Aphkaid SPHi' .
h KemimmiO SPBE, dim

i Lm mum SPBE

Pa?wd •!

(|) Amhrkhit SPBE w-bngamumft dinmksnd dtdmn hisal 3 a\at (3)

hm ul m briiulmm mmik mentbenkan pmdmm dahun

pclukhimaim mtegroM Ihnaes Bisnis, Data dan Inlonna»,

lohuMmknn SPBE. Aphkató SPBE, dan Keamanan SPBE
uniuk mengluiMlkmi Uwmnn SPBE yang tequdn di
Knhupairn Tnlimg Bnuang

(?) AtNlu ktin SPBE srhagaimana dimaksud pada aval (1) mrmuat
domain nrsilrktm

(3) Domnin mstteknu sebagmnuma dimaksud jwia ayat (2)
mritdCNkripmkim substansi arsitrktur yang memuat :
u domain msitcklur Pmsrs Bisnia;

b domain maitrktm Data dan Infonnasi;

c domain maitcktm hdrash uktur SPBE;

d domain msitrktm Aphkasi SPBE;
e, domain msitektui Keamanan SPBE; dan
I, domain msitektui Uiyanan SPBE.

(•I) Amih'ktm SPBE srbagaimana dimaksud pada ayat (U

dipclnkan dan ditwlmaskan berdasarknn referensi Arsitektui
SPBE nasiomd.

(5) AiKilektm SPBE sekigmmana thmaksnd jxula ayat (1) disusun
drngan Iwipedomatt pada AtMtcktin SPBE national dan
veneana stiatcgis Kaltupatcn Dilang Bawang

((i) IVnvusmmn Aruilrktui SIHJE dik*x»idinas>kan oleh Dina?»
Komuntkasi dat» Intoimattka

(7) Dalmn mrnvuaun Anatektur SPBE, OPD nebagminatm
dimnksnd jxida ayat (b) daptit melakukan konaultarn drngnn
Dinas Komumkasi. Inlonnanka dan Statisnk IVovtnM Uimpnng
dan kvmrntrhan yang mrnvelenggarnkan niuwm

pemenntahan di bidang apamtut negara
(8) Arattrktur SPBE srbagaiman* dimaksud pada mat (1)

ditctapkan dengan Keputusan Bupati

F^tSud 5

(J) Arsdrkwr SPBE disusun untuk jangka waktu $ (lima) tabun
(?l Awtektur SPBE setiAgatnuina dimaksud pada ayat 0)

ddakukan mtu pada paruh waktu dan uhun trrakhir
peUk&ansan «tau w^akiu uaktu arsuajdengan krbutuhan
Rniu seba^atmAna dtmaksud pada ayat |2j dsDkukan ©Jeb
Dinas Kcmunikas: dan FrJnnnauk*

(4| Kr4u tseba^umana dimaksud pada ayat <2) dilakukan
berdasarkan .

a. perubahan Anutektur SPBE nawmal;

b hns.il Rrmaniauan SPSE dan Evahmi SPBE.
I.

Dipindai dengan CamScanner
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c. perubahan pada unsur SPBE di Kabupaten Tulang

Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aval (3)

huruf c sampai dengan huruf i; atau
d. perubahan rencana strategis Kabupaten Tulang Bawang.

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasai 6

( 1 1 Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf b menumt:
a. Tata Kclola SPBE;
b Manajemen SPBE;
c, l-ayanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f Kcamanan SPBE; dan
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di
Pemerintah Daerah.

(3j Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana
strategis Pemerintah Daerah.

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.

(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyeiaraskan
dengan Peta Rencana SPBE nasional.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
b. perubahan rencana strategi Kabupaten Tulang Bawang;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi di
bidang komunikasi dan informatika

1
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(6) Basil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan
berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan
anggaran SPBE dari seluruh OPD.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun
usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit keija
dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana
SPBE.

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh
OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi
dan informatika dengan berkoordinasi kepada OPD yang
membidangi tugas dan fungsi di bidang
perencanaan/ penganggaran.

(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan
Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada
Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

(3) Proses Bisnis disusun oleh OPD yang menyelenggarakan fungsi
organisasi dan ketatalaksanaan dengan berkoordinasi dengan
OPD \ ang membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi
dan informatika.

HI Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statitik Provinsi Lampung
dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

( i » Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat
(31 huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE

/
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(2) Data dan Infonnasi disediakan dan dikelola oleh OPD yang
membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

(3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bcrtanggung jawab
atas keakuratan Data dan Infonnasi yang disediakan serta
keamanan Data dan Informasi yang bersifat stratcgis dan/atau
rahasia,

Pasal 1 1

(1) Data dan Informasi mcrupakan bagian dan digunakan dalam
penyclenggaraan SPBE.

(2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan
mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar OPD di
Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akscs Data dan Infonnasi, dan pemenuhan standar
intcroperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 12

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan
kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan
Infrastruktur SPBE bagi OPD di Pemerintah Daerah.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Jaringan Intra antar OPD; dan
b. Sistem Penghubung Layanan OPD.

(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh OPD yang
membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika.

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh OPD di
pemerintah daerah.

(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar
interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan
standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan
Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan

1.
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Informatika dan/atau vang dibnngun olcli pcnycdh
layanan jaringan.

Pasal bl

(1) Seluruh OPD harus mrnggutmkan Jaringan Inlra Pemcrintah
Daerah untuk menjagn kcamanan pengiriman Data dan
Informasi internal,

(2) Denggunann Jaringan Intia Prrncrintah Darrah Hcbiignimana
dimaksud pada ayat (I) harua memenuhi ketent min acbagai
benkut:
a. membuat kcterhubungan dengan Jaringan Intra

pemcrintah;
b, mendapatkan pertimbangnn kelaikan opcrani dan OPD

yang menyelenggarakan unman pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan kcamanan dari
kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang kcamanan sibcr.

Pasal 15

(1) Sistcm Penghubung Layanan Pemcrintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan
Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemcrintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemcrintah Daerah
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. membuat keterhubungan dan akscs Jaringan Intra

Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
b, memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE

yang ditetapkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan
di bidang komunikasi dan informatika;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari OPD
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan kcamanan dari
lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

Pasal 16

(1) Dalarn menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah
Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di PemerintahDaerah.

(2) Layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelola oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang
komunikasi dan informatika.

(3) Seluruh OPD harus memanfaatkan layanan pusat data diPemerintah Daerah.
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(4) Layanan pusat data Pemerintah Dacrah dilakukan rcviu pada
paruh waktu dun tahun terakhir pclakaanaan atan sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.

(5) Revin layanan pusat data di Pcmcrintnh Dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan olch Sckrctaris Daerah
mclalui tun koordinasi SPBE.

Pana I 17

01 Dalarn hal Pusat Data national tclah ditctapkan dan tcrscdia,
Pemerintah Dacrah hums mcnggunakan Pusat Data national,

(2) Jaminan ketcrscdiaan pcnyimpanan Data dalarn layanan Pusat
Data nasional dilaksanakan olch OPD yang rncmbidangi tugas
dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

(1) Aplikasi SPBE scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3)
huruf g digunakan olch OPD di Pemerintah Daerah untuk
memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem vang
meliputi tahap:
a. perencanaan;
b. analisis;
c. pembangunan dan/atau pengembangan;
d. penerapan; dan
e. pemeliharaan.

(4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE
dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan
pertimbangan dari OPD terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Dalarn hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a telah tersedia, OPD di Pemerintah Daerah harusmenggunakan Aplikasi Umum.
(6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat dibangun dan dikembangkan oleh OPD di PemerintahDaerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus diPemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)berkoordinasi dengan OPD yang membidangi tugas dan fungsi

di bidang komunikasi dan informatika.



, 12 -
(H) Hok i ipta ntas Apltkasi SPBE besena kelcngkapannya yang

thbangun dan/ntau dikembangknn ntas binya Pemerintab
Dariiih Hebiigamuum dimnksud pada ayat (2) menjadi milik
Pcmerintah Darrah dan tidak dapat digunakan di luar
Prmriintab Darrah tanpa persetujuan dari OPD yang
membidnngi tugaa dan fungsi di bidang komunikasi dan
infmmntika,

Pasal 19

(I) Keamnnan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan
Infonnasi, Infrnstruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak
yang tidak bertanggung jawab.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
incliputi penjaminan:
n, kcrahasiaan;
b, keutuban;
c. ketersediaan;
d, keasiian; dan
e. kcnirsangkalan.

(3) Seluruh OPD di Pcmerintah Dacrnh harus mencrapkan
Keamanan SPBE.

(4) Pcnerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memcnuhi
atandar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan
ketent uan peraturan perundang-undangan.

(5) Pcngcndalian Keamanan SPBE di Pemerintab Daerah
dilnkukan oleb OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

(1) l^yanun SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
hui uf i terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b, lavanan publik berbasis elektronik.

(2| Lavanan administrasi pemerintahan berhasia elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
Unanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
biroknuM dalam rangka meningkatkan kinerja dan
nkuntabilitas di Pemerintab Daerah

(3) Ijiyanan administrasi pemerintahan Ijcrbarus elektronik
mclipun layanan yang mendukung kegiatan di bidang
pen-ncanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan bafang
dan jasa, kepegavaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang
nühk negara, pengawasan, akuntabUitas kinerja, dan layanan
lam sesuai dengan kebutuhan internal Pemenntah Daerah.

(4| Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada aywt (Ij huruf b merupakan layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pcmerintah
Daerah.

1
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(5) Layanan publik berbasis elektronik mekpub
mendukung kebutuhan birokrasi pemermtahan,
a. pengaduan publik;
b. dokumentasi dan Informal hukum;
c. pengawasan internal; dan/atau
d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan rensmux.

Daerah.
(6) OPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE Mba^dmana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab in&mz
tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan Informasi;
c. manajemen Data:
d. manajemen aset teknologi informasi dan komumkasi.
e. manajemen sumber daya manusia:
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 22

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksnd dalam Pasai 21
huruf a bertujuan untuk menjamin keberianasunaan
pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan r*—dalam mencapai tujuan SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui ~
analisis, pengendalian, Pemantanan SPBE dan
terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE ci -&m^rirta?
Daerah.

(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimakyai
ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menvei»m.ggan^ka—
tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan nengenda-y^
internal.

(4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Manajemen keamanan Infonnasi sebagaimana dimaks1dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberianasunsSPBE dengan meminimalkan dampak risiko kf^—
Informasi.

(2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan okh
OPD di Pemerintah Daerah.
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(3) Pelaksanaan manajemen kcammmn Informal srbaHuimaua

dimaksud pada aval (I) dikoordinasikan old» Ol’D yang
membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi da»»
infonnatika.

(4) Manajemen keamanaa Informasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 burnt
c bertujuan untuk menjamin tenvujudnya Data yang akurat.
mutakhir. terintegrasi, dan dapat dinkses scbagai dasar
perencanaan. pelaksanaan. cvaluasi. dan pengcndidian
pembangunan nasional.

(2) Manajemen Data dilakukan mdalui ptoses pengelolaan
arsitektur Data. Data induk, Data rvfcrensi, basis Data, dan
kualitas Data.

(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh OPD yang membidangi
tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan infonnatika.

(4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Manajemen aset teknologi infonnasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertiyuan
untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi penumfaatan
aset teknologi infonnasi dan komunikasi dalam SPUE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan
melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang
digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah,

(4) Manajemen aset teknologi infonnasi dan komunikasi
dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang komunikasi dan infonnatika dan/atau dapat
dikonsultasikan dengan OPD yang membidangi tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan barang milik daerah.

(5) Manajemen aset teknologi infonnasi dan komunikasi
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.



V ’timber Cel'S manü&ïB dfLikirksn rwiRJüi
penjjtrabangsn. pemiKTiMn. ‘v
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Tata Kclola SPBE dan Manajemen SPBE.

(6) Manajrmen sumber daya manusia dilaksanakan benlnsarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dahun 1'asal
21 huruf f brrtujuan untuk meningkatkan kualitas Lavanan
SPBE dan rwndukung proses pengambilan kepulusan dalatn
SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan nwlatui puwq
pengumpulnn, pengolahan, penyimpanan, penfl*guin»an, dan
idih pengetahuan dan trknolofi yang dthaailkan dahun
IX'nyelcnggnman SPBE di Pcmenntah Darrah.

(3) Maiuycmrn fx-ngdahuan düaksanakan olrb wluiuh QI’U dj

Prinri muih Dari ah
(4| Mnnairnirn jirngtrahuan dikxK.<rdinasikan oleh OPD sung

tnrmbidangi tuga*> dan funga» d» bwlang komumkasi dan
tnkn nuitika

(b) Maniprmm ixrr.p-zahu^n a^'^kwrwkan tx'rda%«rkan krtrn?u«n
pTiaturan prnmdanf ’„rsdangar1

Fyvil 2 “-

05 Mana?rn>en ptruhahiin daUm Paa.»! 21
bund g kuah?a% Las«1^*4
may.,.: |in-<4ynd*iian prrub*Jax.n dsJaas hi^iJr.

t . .n.ï. prT cr..p> Kv.- Aria h k CW-

prrwbjdw;

taüxauv S:r^£
•i. rntti

: > 't
••.^.n 5^inóï5^<iraèï:n^Kn



- 16-

Pasal 29

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna
SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses
pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan
pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh OPD sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim
koordinasi.

(5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara
berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem
teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis
pada :
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi

dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kineija teknologi informasi dan komunikasi yang

dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh
tim auditor di bawah koordinasi OPD yang membidangi sistem
pengendalian internal pemerintah.

(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V

PENYELENGGARA SPBE
Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola
SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi, scrta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE,
dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

(1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

(2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada
pedoman evaluasi SPBE.

(4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim
asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Tulang
Bawang melalui tim koordinasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan
Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

/
Dipindai dengan CamScanner
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di
lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBenta Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Diundangkan di Menggala
pada tanggal |7- 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG.

ANTHONI

BUPATI TULANG BAW|N^

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal |%, l 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 3-0


